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Jakarta, 2 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon Nomor
Perkara : 58/PHP.BUP-XIX/2021 oleh Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa

Siregar, S.Pd, MM Nomor Urut 02
DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : f hag Terbae

Kepada Yth,

Hari - Qta,rq
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Tanggal: ....d.. 'FCG 20N
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jam oo O?‘-{O

Jakarta Pusat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syalom, om
swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan damai sejahtera untuk
kita semua.

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua, sehingga dalam
kesempatan ini kami dapat menggunakan hak konstitusional kami untuk
menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait, seraya memanjatkan
doa dan pengharapan agar kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi RI dan delapan Yang Mulia Hakim Konstitusi terhindar dari

segala penyakit khususnya dimasa pandemic COVID-19, semoga Allah
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SWT memberikan Kesehatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus
Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada tahun 2020.
Selanjutnya, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini
sebagai Mewakili:
1. HALOMOAN PANJAITAN, S.H. (NIA : 18.00168)
NASIR WADIANSAN HARAHAP, S.H. (NIA : 16.01615)
ARIFIN SAID RITONGA, S.H, S.I.LK. M.H. (NIA : 0215.02.00.16)
Dr. REDYANTOSIDI, S.H., M.H. (NIA : 15.00005)
BASYARUL ULYA, S.H., M.M. (NIA : 15.00308)
IRWANSYAH GULTOM, S.H. (NIA:2499.02.00.02)
EDY GUSNAIDI, SH (1650.02.0017)
EDDY SUNARYO, S.H (NIA: 002-02451/ADV-KAI/2012)
HENDRIADI, SH, (NIA: 1520.02.0017)
10.M. JAYA BUTAR BUTAR, S.H., M.H. (NIA : 00.11102)
11.JANTER MANURUNG, S.H. M.H. (NIA : 13.00554)
12.ANDI SYAFRANI, S.H., L.L.M. (NIA : 13.00605), dan
13.IWAN ROHMAN HARAHAP, S.H.I.,, M.H. (NIA : 10.01945)

© 3 o0 Rk N

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum
“LOMOAN-NASIR & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No.
E 14, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, alamat email

halomoanpanijaitan l@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama serta mewakili atau mendampingi:
1. Nama - ANDI SUHAIMI atau ANDI SUHAIMI
DALIMUNTHE, ST. MT
Alamat - Jalan Abdul Aziz nomor 2 S, Kelurahan

Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera
Utara, e-mail : Prantau065@gmail.com

NIK :1210011905720001
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2. Nama : FAIZAL AMRI SIREGAR, ST atau FAIZAL
AMRI, ST
Alamat - Jalan Khairul Anwar nomor 22, Kelurahan
Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera
Utara, e-mail : fai_srg@yahoo.com
NIK : 1210022011700002

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dengan
Nomor Urut 03 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu No : 86/PL.02.-2-KPU-Kab/IX tanggal 24 September 2020.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH.LL/XII/2020 tanggal 18

Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----------------------=----~

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi sumatea Utara
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/1X/2020. Dan sesuai Penetapan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu nomor : 176/PL.02.6-
Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 bahwa Pihak
Terkait sebagai Peroleh suara terbanyak yang selanjutnya Pihak Terkait
akan menanggapi permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK Nomor
perkara : 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 nomor urut 02 atau melalui

kuasanya menanggapi sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait

dalam menanggapi dan membantah Permohonan Perselisihan Hasil

ﬁ

Kantor hukum LOMOAN — NASIR, PT-PH.BUP_Labuhanbatu, Sumut. Page 3



Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2020 yang
diajukan oleh Pemohon, maka izinkanlah Pihak Terkait untuk
menyampaikan bahwa Pemilukada adalah instrument Demokrasi yang
sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara. Penyelengara Pemilukada adalah merupakan sarana
pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil (free and fair election). Sebagaimana kita
ketahui bahwa Pemilukada secara serentak merupakan amanat dari UU
RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya
memiliki tujuan untuk mengurangi pemborosan waktu dan biaya pemilu,
mengurangi konflik atau gesekan horizontal dimasyarakat dan
mengakomodir hak warga negara Indonesia untuk memilih secara cerdas
sesuai keyakinan dari pemilih itu sendiri, terlepas dari kendala-kendala
yang telah terjadi selama proses pelaksanaan Pemilukada serentak
tanggal 9 Desember 2020 khususnya di Labuhanbatu Pemilukada patut
diapresiasi  karena telah berjalan lancar,aman dan tertib ditengah
pandemic COVID-19 dengan penerapan protocol Kesehatan sesuai dengan
PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan PKPU
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona virus

Disease 2019 (Covid 19 ).

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon
dan Perbaikannya, Pihak Terkait berkesimpulan dalil-dalil yang diajukan
Pemohon dalam Permohonannya bersifat asumtif, tidak substantif dan
tidak juga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-
masing Paslon, terutama perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Sebelum
menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait sebagai peserta

Pemilukada Nomor Urut 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di

M
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Kabupaten LabuhanBatu menurut Pihak Terkait secara umum telah
berjalan dengan lancar dan damai tanpa kendala yang berarti. Sehingga
semua pihak, baik peserta, penyelenggara pemilukada dan seluruh
lapisan masyarakat dapat mengikuti proses secara langsung, baik melalui
media televisi, media cetak, media online secara keseluruhan dapat
terlibat langsung melakukan pengawasan sejak dari pemungutan suara
sampai tahapan rekapitulasi suara secara berjenjang. Terdapat
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan, sehingga
Termohon cukup mendapatkan apresiasi atas wusahanya untuk
mewujudkan Pemilukada tahun 2020 yang transfaran dan akuntabel. Hal
ini dapat dibuktikan dengan angka partisipasi masyarakat dalam
Pemilukada tahun 2020 meningkat dari Pemilukada tahun 2015,
termasuk angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
berdasarkan KTP (pemilih dalam DPTb) dari tahun 2015 sebanyak 13.185
(Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) orang menjadi 6.735
(Enam Ribu Tiga Puluh Lima) orang tahun 2020.

URAIAN YANG JELAS MENGENAI PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan wakil
Bupati berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tanggal
24 September 2020 Tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan
calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun
2020 dengan nomor urut 3 yakni H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST
dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST sebagai Calon Bupati dan calon wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya
Pihak Terkait adalah sebagai calon Terpilih (Peraih Suara Terbanyak
berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Nomor : 176 /PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020
tertanggal 16 Desember 2020. Dengan Perolehan jumlah suara akhir
88130 (Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh) suara, unggul

sebesar 838 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) suara dari Perolehan
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suara akhir Pemohon yang memperoleh sebanyak 87292 (Delapan Puluh
Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua) suara. Hasil rekapitulasi

mana diterima oleh semua Pasangan Calon.

Bahwa Pihak Terkait Nomor Urut 3 juga merupakan Peserta
BIMTEK PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang
diselenggarakan oleh Badan DIKLAT MK RI ( Vide Sertifikat Nomor
17255.90/11/2020 yang diterbitkan oleh MK RI atas nama Sdr. Halomoan
Panjaitan, S.H., sebagai utusan Paslon Nomor Urut 3 Kabupaten

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

B. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG “OBJEK PERMOHONAN” TIDAK MEMENUHI SYARAT
FORMIL PERMOHONAN YANG MENJADI KEWENANGAN
MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA LEBIH LANJUT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang
mengatur tentang Objek Permohonan adalah “Keputusan
Termohon mengenai  penetapan  perolehan suara
perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan
walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi
penetapan calon terpilih”. Bahwa Pemohon dalam
Permohonannya sama sekali tidak menerangkan tentang
Perselisihan Hasil Perolehan Suara secara detail sebagai Objek
Perkara yang seharusnya menjadi syarat Formil dalam
Permohonan a quo, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon
sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil
perolehan suara dengan pihak Terkait, termasuk tidak adanya
argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun
hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selain itu,
dalil-dalil keberatan Pemohon hanya merupakan tuduhan yang
bersifat asumtif yang pada akhirnya dalil tersebut tidak
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menjabarkan secara jelas dan tegas adanya Kkesalahan
perhitungan perolehan suara masing-masing paslon oleh Pihak
Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.
Karenanya segala apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan
mempengaruhi apapun terkait hasil rekapitulasi yang telah
ditetapkan oleh Termohon. Secara keseluruhan Pemohon dalam
Permohonannya tidak membantah hasil rekapitulasi
perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa yang
tidak berdasar fakta yang sebenarnya dan tidak ada

pengaruhnya dalam signifikansinya dengan perolehan suara.

Karenanya, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan
oleh Pemohon, karena pokok-pokok Permohonan Pemohon
sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020
yang berbunyi : “Alasan-alasan permohonan pada pokoknya
memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil

Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon”.

Selanjutnya demi kepastian hukum, Pihak Terkait
memohon agar Mahkamah mengeluarkan Penetapan dan/atau
Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo
sesuai dengan PMK 6/2020 Pasal 55 huruf a yang berbunyi :
“pPermohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon
dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat formil

Permohonan’.

Bahwa dengan tidak adanya perselisihan dan perolehan suara

ﬂ
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menurut Pemohon maka sepatutnya Permohonan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

2. OBJEK DALAM PERKARA TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 2
PMK 6/2020
Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang
disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta
Lampiran-Lampirannya yang dapat mempengaruhi perolehan
suara calon terpilih.
Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan
suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak ada mendalilkan
bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak berdasar
penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga tidak ada
pula didalam Petitum Permohonan Pemohon untuk meminta
Majelis Hakim untuk menyatakan Perhitungan Perolehan Suara
yang benar menurut Pemohon.
Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi
berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 semestinya
hanya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih ;
Bahwa isi Pasal 2 PMK 6/2020 : Keputusan Termohon
mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi
penetapan calon terpilih

3. TENTANG SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ATAU TIDAK
SESUAI DENGAN TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON DALAM  PERKARA  PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
SEBAGAIMANA LAMPIRAN | PERATURAN MAHKAMAH

#
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KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020

Bahwa setelah mencermati dan memperhatikan
Permohonan Pemohon tidak termasuk Permohonan yang
memenuhi syarat formil atau tidak sesuai dengan tata cara
penyusunan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana
lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun
2020 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon
angka V. Tentang Pokok Permohonan Pemohon yang
seharusnya memuat Penjelasan-penjelasan /mendalilkan
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut
Pemohon (Vide Lampiran I PMK 6/2020). Maka demi kepastian
hukum Pihak Terkait memohon supaya Mahkamah
mengeluarkan Ketetapan dan/atau putusan yang diucapkan
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum Mahkamah tidak
berwenang mengadili perkara a quo (Vide Pasal 55 PMK
6/2020).

4. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait kedudukan hukum atau
Legal Standing bagi Pemohon untuk berperkara di Mahkamah
Konstitusi tidaklah melulu karena sebab sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati saja namun harus juga secara
Juridis yang menjadi Objek Pemohonan Pemohon adalah
seharusnya dan sepatutnya yang termasuk dalam unsur-
unsur Objek Permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal

2 PMK No. 6/2020.

Maka beranjak dari argumentasi hukum yang telah Pihak

Terkait uraikan, Permohonan Pemohon tidak memenuhi yang

#
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disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta
Lampiran-Lampirannya. Dengan demikian menurut Pihak
Terkait, Pemohon telah keliru dan tidak memahami dengan baik
akan regulasi hukum serta seperangkat peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pemilukada sehingga
Pemohon tidak mampu membedakan antara sengketa
perselisihan perolehan suara yang signifikan, yang dapat
mempengaruhi perolehan suara calon terpilih. Faktanya,
Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan
suara oleh Termohon dan Perhitungan Perolehan Suara yang

benar menurut Pemohon.

Sederhananya, Pemohon sama sekali tidak mengklaim
bahwa Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga
Pihak Terkait dapat mendalilkan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan
perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagai
Berikut:

4.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah
Konstitusi berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020
hanya menangani penetapan perolehan suara hasil
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan
dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga
dalil Permohon Pemohon semestinya merupakan ranah
dan kewenangan BAWASLU dan GAKUMDU;

4.2. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait,
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil
pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan.

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR

#
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LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur

(obscuur libel) dengan alasan:

1) Bahwa Permohonan Pemohon bertentangan dan kabur dari
Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang berbunyi :
“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat
penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Perhitungan
Suara yang benar menurut Pemohon”.

2) bahwa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak
terdapat alasan-alasan yang memuat penjelasan mengenai
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut
penghitungan Pemohon ;

3) bahwa PETITUM PERMOHONAN” TIDAK jelas dan kabur karena
tidak MEMENUHI ketentuan Pasal 8 ayat 5 : petitum memuat
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar menurut pemohon

4) Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya perselihan
penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon secara
berjenjang, baik itu dimulai dari tingkat PPS, PPK dan
Rekapitulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu:

5) Bahwa Pemohon mendalilkan ada sekitar 65 orang pengguna
hak pilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun tidak
menggunakan formulir model A.5-KWK adalah dalil yang
mengada-ada dan tidak benar.

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa dari 65 orang tersebut, ada beberapa yang
menggunakan A.5-KWK ( Vide : PT-32, PT-33, PT-34, PT-35, PT-
52, PT-55, PT-56, PT-61dan PT-62 );

#
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6) Bahwa Pemohon hanya berandai-andai dan berindikasi
terjadinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih
lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang
berbeda tanpa didukung dalil yang jelas, pemohon hanya
mendalilkan seorang atau lebih lebih dari seorang
menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berbeda dengan TPS
yang terdaftar didalam DPT tanpa mengetahui secara jelas
bahwa yang dimaksud pemohon tersebut sesungguhnya dapat
menggunakan hak pilihnya berdasarkan terdaftar atau tidak
terdaftar DPTb atau berdasarkan DPPh ;

7) Bahwa tuduhan keterlibatan penyelengara Pilkada (KPU)
berpihak pada pihak Terkait, jelas tidak berdasar dan terlalu
mengada-ngada atau tidak beralasan hukum karena setiap
kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU selalu diawasi dan
dihadiri oleh bawaslu, tetapi Pemohon mungkin Lupa bahwa
bawaslu juga merupakan penyelenggara pilkada, tetapi tidak
ada sedikitpun disinggung Kketerlibatan bawaslu untuk
mendukung paslon 03, ada kemungkinan kuat dugaan kuasa
hukum pihak Terkait bahwa Pemohon tidak legowo dengan
hasil penetapan KPU Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-
Kpt/1210/KPU-Kab/XIl/2020;

8) Bahwa tuduhan keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten
Labuhanbatu untuk memenangkan pihak terkait sangat tidak
berdasar dan terlalu diada-adakan, sebagaimana tuduhan
tersebut tertuang dalam halaman 25 poin 24, karena tidak ada
korelasi hasil perolehan suara dengan ucapan selamat
menggunakan karangan bunga yang dilakukan oleh OPD;

9) Bahwa kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu
membentuk tim monitoring dan evaluasi perhitungan suara
pada pilkada di Kabupaten Labuhanbatu, tetapi tidak pernah
Mempublikasikan hasil tersebut secara terbuka kepublik atau

melalui situs, dan tuduhan ini juga bukanlah sebagai bentuk
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keterlibatan Aparatur pemerintahan untuk memenangkan Pihak
Terkait;

10) Bahwa jika ada pertemuan Camat dengan kepala desa
sebelum pemilihan, kemudian dikaitkan dengan upaya untuk
memenangkan Pihak Terkait, menurut hemat kuasa hukum
Pihak Terkait itu adalah suatu kewajaran sinergitas antar
penyelenggara pemerintahan, dan tuduhan tersebut bagi kuasa
hukum merupakan jurus terakhir oleh Pemohon agar semua
kejadian dikait-kaitkan, disambung-sambungkan atau juga
hanya sebatas menambahi lembaran salinan yang masuk ke
Mahkamah Konstitusi,

11) Bahwa pemohon sejak awal telah sadar bahwa ada ketentuan
hukum yang mengatur tentang perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan yang telah diuraikan pada bagian 2.1.5
keterangan pihak terkait diatas. Karena itulah Pemohon membuat
uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar mahkamah
dapat menerima permohonannya berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam
Undang-undang. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM,
Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi
dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah
dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon,
yang mana hal ini justru menjadikan permohonan Pemohon
menjadi tidak jelas (obscuur)

12) Bahwa pada Permohonan Pemohon pada bagian [ yaitu
kewenangan Mahkamah Konstitusi, (butir ke-1 huruf a) halaman
2, Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah
untuk mengadili Permohonan Pemohon adalah pasal 157 ayat (3)
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Setelah Pihak Terkait
menelaahnya dengan seksama, ternyata Pasal a quo bukanlah
dasar hukum tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,
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akan tetapi isi pasal tersebut tidak sesuai dengan posita
permohonan yang diajukan Pemohon bahwa tidak satu pun
menguraikan  tentang adanya  perselisihan  hasil yang
mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara
Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang
disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan
permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan.
Padahal Negara kita tercinta telah membentuk satu lembaga
khusus untuk penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan
Kepala Daerah yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia yang dalam hal ini dapat ditempuh melalui Panwas
Pemilihan Kabupaten Labuhan Batu, yang kemudian apabila
terdapat unsur-unsur Pidana maka dapat di Periksa dan Diadili
oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat, terkait dugaan pelanggaran
TSM dan apabila berunsur pelanggaran Administrasi dapat
diajukan ke Bawaslu Provinsi, ke KPU Kabupaten, dan atau ke
DKPP apabila berunsur pelanggaran Kode Etik atau diputus oleh
Panwaslu yang selanjutnya melakukan Rekomendasinya sesuai
PERBAWASLU RI NO 8 TAHUN 2020. Oleh karena itu,
permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni
Permohonan Pemohon seolah-olah adalah penyelesaian sengketa
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang
bertolak belakang dengan fakta hukumnya.

13) Bahwa serangkaian indikasi pelanggaran yang disebutkan oleh
Pemohon adalah semata tentang kewenangannya Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan atau lebih
kepada tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana
argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa
Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami
konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan permohonan
dan mekanisme tahapan hukum acara perkara perselisihan

penetapan  perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah
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Konstitusi. Aturan-aturan yang dibuat berdasar ketentuan Pasal
156 UU Pilkada beserta peraturan Mahkamah Konstitusi yang
menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan
serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses
penyelesaian perselisihan suara hasil pemilihan. Hingga saat
permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang
mengajukan Uji  Materiil terhadap keabsahan maupun
konstitusionalitas dari pada ketentuan Pasal 156 UU Pilkada,
artinya implementasi terhadap Pasal 156 UU Pilkada beserta
aturan-aturan turunannya menjadi sahih dan tidak terbantahkan
serta memiliki daya pikat untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu
oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.

14) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dalil-dalil Permohonan
yang tidak jelas dan atau tidak beralasan hukum di atas, maka
menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bagi Mahkamah
untuk membuat penetapan/Putusan yang menyatakan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena mengandung
cacat Formil tidak jelas atau kabur.

15) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum bagi
Mahkamah dalam membuat Ketetapan atau menjatuhkan
Putusan dalam Eksepsi Menerima dan mengabulkan Eksepsi
Pihak Terkait

16) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum oleh
Mahkamah dalam membuat Ketetapan tidak perlu untuk
memeriksa perkara a quo lebih lanjut atau menjatuhkan
ketetapan dalam putusan sela atau Putusan akhir Keputusan
untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
atau menyatakan menolak Permohonan pemohon untuk

seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil

M
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Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara
tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini. Pada
prinsipnya, dalil-dalili Permohonan Pemohon dalam pokok
perkara a quo lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti
yang sah dan tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan
seberapa besar dampaknya terhadap hasil perolehan suara
masing-masing paslon terutama Pemohon sendiri. Karena itu
dalil pemohon adalah tidak berdasar dan beralasan menurut
hukum yang terkesan dipaksakan untuk membangun narasi
kebohongan tentang adanya perbuatan penyelenggara
pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif
secara emosional belaka dengan harapan adanya pemungutan
suara ulang, adalah Dalil yang harus ditolak dan atau harus
dikesampingkan;

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka segala
apa yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Pihak
Terkait pada pokok permohonan ini;

3. Secara De Jure dan De Facto Pemohon tidak ada
mempersoalkan dan mempersalahkan Penghitungan akhir oleh
Termohon sekaligus tidak ada Penghitungan hasil akhir yang
benar menurut Pemohon, akan tetapi justru Pemohon
mengakomodir seluruhnya kebenaran hasil penghitungan akhir
oleh Termohon sebagaiamana Pemohon telah membuat Tabel
penetapan hasil Penghitungan suara (pada Permohonannya
halaman 6) dengan judul:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon:

No Nama Pasangan Calon Perolehan
Urut Suara
1 dr. H. Tigor Panusunan, Sp.PD 19.814
Dan
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H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH
dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM 87.292

Dan ,
Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM
3 H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST 88.130

Dan
Faizal Amri Siregar, ST

Abd. Roni, SHI 28.276

Dan
Ahmad Jais, SE
Suhari Pane 12.909 |

Dan
H. Irwan Indra

Total Suara Sah 236.871

4. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah terdiri dari tiga
bagian pokok Permohonan :
- Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali/pengguna
hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih;
- penyelenggara pilkada labuhanbatu turut memenangkan
Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten lanuhanbatu
untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
Yang selanjutnya kami selaku Pihak Terkait akan
menanggapinya sekaligus membantah seluruhnya dengan

uraian sebagai berikut:

4.1. TIDAK TERDAPAT LEBIH DARI SEOARANG PEMILIH
MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

M
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Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon
dengan dasar dan alasan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut.
Sesuai dengan Tabel 3 Pemohon telah terdaftar sesuai dengan
DPTnya pada masing-masing TPS namun pada saat pencoblosan
surat suara, semua warga dalam tabel 3 yang didalilkan Pemohon
menggunakan hak pilihnya pada TPS lain bukan sesuai DPT TPS
tersebut dengan alasan bahwa ternyata data kependudukan yang
termuat dalam DPT ada beberapa penduduk yang telah pindah
alamat dari desa/kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain
dan/atau antar kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu,
mengakibatkan mereka tidak memiliki undangan sebagai pemilih
berdasarkan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sehingga
pada saat pemungutan suara, mereka menggunakan hak pilihnya
di TPS sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya masing-
masing dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk
(KTP).sehingga tidak benar dalil PEMOHON semua pemilih pada
tabel 3 dalii PEMOHON menggunakan Hak Pilih dua kali pada TPS
yang berbeda sesungguhnya dalil PEMOHON tersebut dalil yang
mengada-ada. Selain itu, Pemohon juga telah keliru karena tidak
mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT
dan DPTb serta yang lebih penting adalah bahwa para pengguna
hak pilih tersebut berdasarkan daftar hadir masing-masing TPS,
faktanya mereka hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali
dan Plhak Terkait tegaskan sekali lagi tidak benar pemilih pada
tabel 3 menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali atau lebih, baik di
TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Karenanya sangatlah
rasional dan tidak melanggar konstitusi menurut Pihak Terkait
bahwa Penyelenggara Pemilihan yang bertugas pada TPS-TPS yang
dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan Tabel 3 Perbaikan
Permohonan Pemohon untuk mengakomodir hak pilih warga
negara dan memasukkannya pada kategori DPTb atau DPPh.

Secara rinci kami jabarkan dalam table sebagai berikut:
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Tabel 1:

No | Nama Terdaftar | Mencoblos Keterangan ‘
Pemilih dalam sebagai “
DPT pada DPTb |
TPS

1. | Doni TPS 15| Pada TPS | Bahwa yang bersangkutan
Ramada | Padang 06 Padang | menggunakan hak pilihnya

ni Matinggi, Matinggi, pada TPS 06 dengan
Kecamatan | Kecamatan | menggunakan identitas KTP

Rantau Rantau dan tidak benar  yang

Utara. Utara. bersangkutan mencoblos juga
di TPS 15 (vide: Bukti PT - 3). |
2. | Nini TPS 15| Pada TPS | Bahwa yang bersangkutan 1{
Rahayu | Padang 06 Padang | menggunakan hak pilihnya I
Matinggi, Matinggi, pada TPS 06 dengan

Kec.amata | Kecamatan | menggunakan identitas KTP
n Rantau | Rantau dan  tidak  benar  yang |
Utara. Utara. bersangkutan mencoblos juga |
di TPS 15 (vide: Bukti PT - 4). |

3. | Raja TPS 19 | Pada TPS |Bahwa yang bersangkutan
Hasibua | Kelurahan | 06 menggunakan hak pilihnya
n Bakaran Siringoring | pada TPS 06 dengan |
Batu, 0, menggunakan identitas KTP

Kecamatan | Kecamatan | dan tidak benar  yang

Rantau Rantau bersangkutan mencoblos juga

Utara. Utara. di TPS 19 (vide: Bukti PT - 5).

4. | Jelina TPS 19 | Pada TPS |Bahwa yang bersangku_taﬁ
Harahap | Bakaran 06 menggunakan hak pilihnya |
Batu, Siringoring | pada TPS 06 Sirongoringo |
Kecamatan | o, Kecamatan Rantau Utara |
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Rantau Kecamatan | dengan menggunakan i
Selatan. Rantau identitas KTP dan tidak benar \
Utara. yang bersangkutan mencoblos ‘
juga di TPS 19 (vide: Bukti P’]‘

- 6).

5. | Nurhasa | TPS 12 | Pada TPS | Bahwa yang bersangkutan
nah Desa 06 menggunakan hak pilihnya \
Munthe | Tanjung Siringoring | pada TPS 06 Siringo-ringo

Medan, , Kecamatan Rantau Utara
Kecamatan | Kecamatan | dengan menggunakan
Bilah Rantau Identitas KTP dan tidak benar |
Barat. Utara. yang bersangkutan mencoblos
juga di TPS 12 (vide: Bukti PT
-7). f

6. | Bertha TPS 05| Pada TPS |Bahwa yang bersangkutan
Br Siringoring | 06 menggunakan hak pilihnya 1
Aritonan | o, Siringoring | (satu) kali pada TPS 06
g Kecamatan | o, Siringo-ringo dengan \

Rantau Kecamatan | menggunakan identitas K'I‘Pf
Utara. Rantau dan tidak benar yang
Utara. bersangkutan mencoblos juga

di TPS 05 Siringo-ringo

Kecamatan Rantau
Utara(vide: Bukti PT - 8). \

7. | Renta Br | TPS 06 | Pada TPS |Bahwa yang bersangkutan |
Manuru | Siringoring | 06 menggunakan hak pilihnya 1
ng o, Siringoring | (satu) kali di TPS 06

Kecamatan | o, Siringoringo dengan l

Rantau Kecamatan | menggunakan Identitas KTP

Utara. Rantau karena yang bersangkutan |
Utara. tidak mendapatkan Undangan l
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Kantor hukum LOMOAN — NASIR, PT-PH.BUP_Labuhanbatu, Sumut.

Page 20



(C-Pemberitahuan KWK) (vide?ﬁ

Bukti PT - 9). |

8. | Vera TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkfﬁtan{
Diana Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1
Hutapea | o, 0, (satu) kali di TPS 17
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan

Rantau Rantau menggunakan identitas KTP%

Utara. Utara. karena yang bersangkutan;

tidak memiliki Undangan (C-1

Pemberitahuan KWK) (vide: |

Bukti PT - 10). |

9. | Jefri TPS 31| TPS 17  Bahwa yang terdaftar di DPT
Rahman | Padang Siringorin |Pada di TPS 31 adalah
syah Bulan, go, bernama Sdr. Jefri |
Putra Kecamata @ Kecamata | Rahmatsyah bukan Jefri‘\j

n Rantau n Rantau Rahmansyah Putra dan Sdr. ‘

Utara. Utara. Jefri Rahmansyah Putra

hanya menggunakan hak}

pilihnya pada TPS 17 \

Siringoringo dengan ‘

menggunakan identitas KTP

karena tidak mendapat [

undangan (vide: Bukti PT —;‘

11). |

10. | M. TPS 10 | TPS 17| TPS 10 Ujung Bandar |
Wiwid Ujung Siringoring | merupakan  TPS L,embaga‘
Anugrah | Bandar, o, Pemasyarakatan. Bahwa yang]
Pratama | Kecamatan | Kecamatan | bersangkutan adalah |
MS Rantau Rantau narapidana yang baru saja
Selatan. Utara. keluar dari Lembaga ‘\
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Pemasyarakatan

(tiga)

pencoblosan,

tersebut 3 !
hari sebelum \
sehingga

melakukan pencoblosan pada

TPS 17 Siringoringo,
Kecamatan Rantau Utara
dengan menggunakan |

[dentitas KTP, sehingga tidak
benar dalil PEMOHON pemilih

atas nama M.Wiwid Anugrah |
Pratama menggunakan hak
pilihnya di TPS 10 walaupun
terdaftar di DPT sebagaimana
penjelasan diatas (vide: Bukti
PT - 12).

11. | Tuty TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan
Indrawat | Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1
i o, o, (satu) kali di TPS 17 |
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo Kecamatan |
Rantau Rantau Rantau Utara dengan ‘

Utara. Utara. menggunakan Identitas KTP

karena yang bersangkutan}‘

tidak memiliki Undangan (C-

Pemberitahuan KWK) (vide: |
Bukti PT - 13). J
12. | Lestari TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan‘
Rumaho | Ujung Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1 ]

rbo Bandar, o, (satu) kali di TPS 17
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan

Rantau Rantau menggunakan Identitas KTP

Selatan. Utara.

karena yang bersangkutan}
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tidak memiliki Undangan (C- |
Pemberitahuan KWK) (vide:“
Bukti PT - 14).

13. | Joinelia | TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan
Hutajulu | Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1
o, o, (satu) kali di TPS 17
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan |
Rantau Rantau menggunakan identitas KTP{

Utara. Utara. karena yang bersangkutan

tidak memiliki Undangan (C-
Pemberitahuan KWK) (vide: |
Bukti PT - 15). |
14. | RGM. TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan ‘
Siburian | Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1 |
0; o, (satu) kali di TPS 17 i
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan |

Rantau Rantau menggunakan identitas KTP

Utara. Utara. karena yang bersangkutan

tidak mendapat Undangan (C-

Pemberitahuan KWK) (vide:

Bukti PT - 16).

15. | Hendraw | TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan
an Dao | Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1
o, o, (satu) kali di TPS 17
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan

Rantau Rantau menggunakan identitas KTP
Utara. Utara. karena yang bersangkutan |
tidak memiliki Undangan (C-‘
Pemberitahuan KWK) }

sehingga tidak benar dalil
PEMOHON menggunakan Hakj‘

M
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pilihnya dua kali pada TPS
yang sama (vide: Bukti PT -
17).

16. | Suryana | TPS 01 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan
Panggab | Desa  Sei | Siringoring | telah pindah ke Kelurahan
ean Tampang, | o, Siringoringo dan hanya |

Kecamatan | Kecamatan | melakukan pencoblosan 1 |
Bilah Hilir. | Rantau (satu) kalipada TPS 17
Utara. Siringoringo berdasarkan

identitas KTP (vide: Bukti PT —

18). |

17. | Rianawa | TPS 01 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan
ti Br | Desa  Sei | Siringoring | telah pindah ke Kelurahan
Panggab | Tampang, |o, Siringoringo dan hanya |
ean Kecamatan | Kecamatan | melakukan pencoblosan 1

Bilah Hilir. | Rantau (satu) kali pada TPS 17
Utara. Siringoringo berdasarkan
identitas KTP (vide: Bukti PT

- 19).

18. | Roni TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan

Yanto Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1 |
o, o, (satu) kali di TPS 17 ‘
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan
Rantau Rantau menggunakan identitas KTP!
Utara. Utara. karena yang bersangkutanj

tidak memiliki Undangan (C- |
Pemberitahuan KWK) (vide:
Bukti PT - 20).

19. | Mimi/Ta | TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan

n Mimi Siringoring | Siringoring | menggunakan hak pilihnya 1
o, o, (satu) kali di TPS 17J
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r Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan \
Rantau Rantau menggunakan identitas KTP |
Utara. Utara. karena yang bersangkutanl

tidak mendapat Undangan (C- |
Pemberitahuan KWK) (vide: \
Bukti PT - 21). \‘
20. | Eric Cen | TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan | |
Siringoring | Siringoring menggunakan hak pilihnya 1

o, o, (satu) kali di TPS 17
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan |
Rantau Rantau menggunakan identitas KTP‘
Utara. Utara. karena yang bersangkutan!
tidak memiliki Undangan ( \
Pemberitahuan KWK) (vide: l

Bukti PT - 22).

21. | Endy TPS 17 | TPS 17 | Bahwa vyang bersangkutan !
Cen Siringoring | Siringoring menggunakan hak pilihnya 1 ‘
o, o, (satu) kali di TPS 17 {

Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo dengan |
Rantau Rantau menggunakan identitas KTP\

Utara. Utara. karena yang bersangkutan

tidak memiliki Undangan (C- ‘)
Pemberitahuan KWK) (vide: )
“ Bukti PT - 23). 4

22. | Nikolas | TPS 17 | TPS 17 | Bahwa yang bersangkutan |
Paskalis | Siringoring | Siringoring | benar terdaftar di DPT TPS 17 \
Manuru | o, o, siringo-Ringo kecamatan .
ng Kecamatan | Kecamatan | Rantau Utara dan |
Rantau Rantau menggunakan hak pilihnya 1 l
Utara. Utara. (satu) kali di TPS 17 |
Siringoringo, kecamatan &
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Rantau Utara dengan

menggunakan identitas KTP
karena yang bersangkutan
tidak mendapat Undangan (C-
Pemberitahuan KWK).

Sehingga yang bersangkutan

menggunakan hak pilih pada |

Pukul 12:00 WIB bagi pemilih
yang tidak
Undangan (vide: Bukti PT -
24)

memiliki

23.

Bertua
Mercy
God
Roseyan

a

TPS 17
Siringoring
0,
Kecamatan
Rantau

Utara.

TPS

Siringoring

17

O,
Kecamatan
Rantau

Utara.

Bahwa yang bersangkutan
benar terdaftar di DPT TPS 17
siringo-Ringo kecamatan

Rantau Utara dan
menggunakan hak pilihnya 1
kali di TPS 17

Siringoringo, kecamatan

(satu)

Rantau Utara
menggunakan
karena yang bersangkutan
tidak mendapat Undangan (C-

Pemberitahuan KWK).

Sehingga yang bersangkutan

menggunakan hak pilih pada
Pukul 12:00 WIB bagi pemilih
yang tidak
Undangan (vide: Bukti PT -
25).

memiliki

dengan |

identitas KTP ;

24.

Dortha

Lumban

TPS 17

Siringoring

TPS 17

Siringoring

Bahwa yang bersangkutan

benar terdaftar di DPT TPS 17 !

e e e
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gaol o, 0, siringo-Ringo kecamatﬂ
Kecamatan | Kecamatan | Rantau Utara dan
Rantau Rantau menggunakan hak pilihnya 1 |
Utara. Utara. (satu) kali di TPS 17
Siringoringo, kecamatan
Rantau Utara dengan
menggunakan identitas KTP
karena yang bersangkutan
tidak mendapat Undangan (C-
Pemberitahuan KWK)
Sehingga yang bersangkutan
menggunakan hak pilih pada
Pukul 12:00 WIB bagi pemilih
yang tidak memiliki
Undangan (vide: Bukti PT -
25).

25. | Henky TPS 15| TPS 17 | Bahwa atas nama Saudarai
Siringoring | Siringoring | Henky yang terdaftar di DP’I‘i
0, 0, pada TPS 15 dan TPS 17!.
Kecamatan | Kecamatan | adalah dua orang yang|
Rantau Rantau berbeda. Sdr. Henky di TPSl
Utara. Utara. 17 tidak terdaftar di DPT

namun menggunakan hak

pilihnya di TPS 17 tersebut
dengan menggunakan ‘
identitas KTP NIK
1210011907820008

domisilinya.

sesuai \
Sementara |
saudara Henky yang terdaftar
di DPT pada TPS 15 tidak

menggunakan hak pilihnya.‘]
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—

(vide: Bukti PT - 26). '

26. | Desy
Putri

Hosalim

TPS 15
Siringoring
o,
Kecamatan
Rantau

Utara.

TPS 17
Siringoring
o,
Kecamatan
Rantau

Utara.

Bahwa yang bersangkutan\
benar terdaftar pada DPT di~
TPS 19,

namun  yang

bersangkutan hanya
menggunakan hak pilihnya
TPS 17 |

identitas KTP

pada dengan
menggunakan

sesuai dengan Domisilinya.

Sehingga tidak benar yang‘
menggunakan |
hak pilihnya di TPS 15 (vide: |
Bukti PT - 27).

bersangkutan

27. | Azizul
Hakim

Pasaribu

TPS
Ujung

10

Bandar,
Kecamatan
Rantau

Selatan.

TPS

Bakaran

02

Batu,
Kecamatan
Rantau

Selatan.

Benar bersangkutan

yang
terdaftar pada TPS 10 (TPS

Lembaga Pemasyarakatan

Lobusona) tersebut dan tidak
menggunakan hak pilihnya di

TPS 10 karena

yang
bersangkutan telah keluar

dari Lembaga

Pemasyarakatan Lobusona

sebelum hari Pencoblosan.

Termasuk yang bersangkutan
tidak  menggunakan  hak
pilihnya di TPS 02 Bakaran
Batu,
Selatan. (vide: Bukti PT — 30

Kecamatan Rantau

berupa Surat Pernyataan dari

KPPS 02). |

28. | Bamban

TPS 13

TPS 02

Bahwa benar

yang
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g Surya | Bakaran Bakaran bersangkutan terdaftar di DPT |
Batu, Batu, pada TPS 13. namun tidak
Kecamatan | Kecamatan | benar menggunakan hak;
Rantau Rantau pilihnya di TPS 13 dan di TPS |
Selatan. | Selatan. | 02. (vide: Bukti PT29 - 30,

berupa Surat Pernyataan |

KPPS 02). ‘

29. | Irawan TPS 03 | TPS 05 | Bahwa Benar yang“
Rantaupra | Bakaran bersangkutan terdaftar di DPT {

pat, Batu, pada TPS 03 namun yang1

Kecamatan | Kecamatan | bersangkutan telah pindah{

Rantau Rantau domisili dan hanya

Utara. Selatan. menggunakan hak pilihnya

pada TPS 05 Bakaran Batu,

kecamatan Rantau Selatan

dengan menggunakan KTP

sesuai dengan Domisili K’I‘P.‘f

(vide: Bukti PT - 31). |

30. |Mahyud |TPS 09 |TPS 05 | Bahwa Benar vang
din Kartini, Bakaran bersangkutan terdaftar dalam ‘

Munthe | Kecamatan | Batu, DPT pada TPS 09 Kartini,
Rantau Kecamatan | namun tidak menggunakan;
Utara. Rantau hak pilihnyahanya pada TPS

Selatan. 09 tersebut dikarenakan telah
pindah domisili dan hanyal
menggunakan hak pilihnya
pada TPS 05 Bakaran Batu
dengan menggunakan }
identitas KTP (vide: Bukti PT
-32). |

31. | Syah TPS 14 | TPS 07 | Bahwa Benar yangJJ

e ——
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Fitri Siringoring | Bakaran bersangkutan terdaftar dalam '
Kurniati | o, Batu, DPT pada TPS 14‘
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo, namun |
Rantau Rantau menggunakan hak pilihnya
Utara. Selatan. pada TPS 07 Bakaran Batu |
dengan menggunakan
Formulir C-5 (Pindahan), ‘
karena yang bersangkutan
merupakan saksi salah satu
paslon yang ditugaskan di
TPS 07 tersebut . (vide: Bukti
PT - 33).

32. | Zulham | TPS 14 | TPS 07 | Benar yang bersangkutan
Fadilah | Siringoring | Bakaran terdaftar sesuai DPT pada TPS }
Harahap | o, Batu, 14 Siringoringo, namun

Kecamatan | Kecamatan | menggunakan hak pilihnya
Rantau Rantau pada TPS 07 Bakaran Batu
Utara. Selatan. dengan menggunakan |
Formulir C-5 (Pindahan),
karena yang bersangkutan
merupakan saksi salah satu
paslon yang ditugaskan di
TPS 07 tersebut (vide: Bukti
PT - 34). i

33. | Elvi TPS 11 | TPS 07 | Bahwa benar yangl

Suryani | Rantaupra | Bakaran bersangkutan terdaftar di DPT
pat, Batu, pada TPS 11 Rantauprapat
Kecamatan | Kecamatan | namun telah pindah memilih

Rantau Rantau di TPS 07 dengan

Utara. Selatan. menggunakan Formulir C-5
(Pindahan) dikarenakan |
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merupakan saksi salah satu |
paslon yang ditugaskan di\
TPS 07 (vide: Bukti PT — 35).
34. | Muham | TPS 05 | TPS 07 | Bahwa benar yang"\
mad Rantaupra | Bakaran bersangkutan terdaftar di DPT |
[smail pat, Batu, pada TPS 05 Rantauprapat"
Kecamatan | Kecamatan | namun pindah memilih dan |
Rantau Rantau menggunakan hak pilihnya
Utara. Selatan. pada TPS 07 dengan |
menggunakan Formulir C-S\
(Pindahan) dikarenakan yang[
bersangkutan merupakan
saksi paslon nomor 4 (vide:i

Bukti PT - 35).

35. | Murni TPS 11 | TPS 07 | Bahwa yang bersangkuta?
Desa Janji, | Bakaran benar terdaftar sesuai DPT
Kecamatan | Batu, pada TPS 11 namun yangi
Bilah Kecamatan | bersangkutan telah pindah.
Barat. Rantau domisili dan menggunakan |

Selatan. hak pilihnya pada TPS 07\\

dengan menggunakan I

identitas KTP (vide: Bukti PT — |

36). |

36. | Sri TPS 11| TPS 07 | Bahwa benar yan‘J
Rezeki Bakaran Bakaran bersangkutan terdaftar sesuai
Ananda | Batu, Batu, DPT pada TPS 11 Bakaranv
Kecamatan | Kecamatan | Batu, namun yang L

Rantau Rantau bersangkutan telah pindahl

Utara. Selatan. domisili dan hanya memilih 1 |

(satu) kali pada TPS O7|

dengan menggunakan KT Fj
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(vide: Bukti PT — 37). ]

37. | Yogga TPS 11 | TPS 07 | Bahwa benar yang
Catur Bakaran Bakaran bersangkutan terdaftar sesuai
Candra Batu, Batu, DPT pada TPS 11 Bakaran
Kecamatan | Kecamatan | Batu, namun yang
Rantau Rantau bersangkutan telah pindah
Utara. Selatan. domisili dan hanya memilih 1 ‘

(satu) kali pada TPS 07

dengan menggunakan KTP

(vide: Bukti PT - 38).

38. | Farida TPS 03 | TPS 09 | Bahwa benar yang |
Hanum | Siringoring | Bakaran bersangkutan terdaftar sesuai
o, Batu, DPT pada TPS 03
Kecamatan | Kecamatan | Siringoringo, namun yang
Rantau Rantau bersangkutan telah pindah |

Utara. Selatan. domisili ke dan  hanya
memilih 1 (satu) kali pada TPS ‘
09 dengan menggunakan |
identitas KTP (vide: Bukti PT —
39). |

39. | Sutrisno | TPS 10 | TPS 10 | Bahwa yang bersangkutan
Bakaran Bakaran benar terdaftar sesuai DPT di
Batu, Batu, TPS 10 namun  hanya
Kecamatan | Kecamatan | menggunakan hak pilihnya 1

Rantau Rantau (satu) kali pada TPS 10

Selatan. Selatan. Bakaranbatu namun hanya
menggunakan hak pilihnya

pada TPS 10 tersebut dengan

identitas KTP karena
undangan (C-Pemberitahuan |

KWK) vyang bersangkutan

e ——
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telah hilang/tidak  dibawa |
(vide: Bukti PT - 40).
40. | Benny TPS 11| TPS 11 | Bahwa yang bersangkutani
Surya Sirandoru | Bakaran benar terdaftar sesuai DPT di ‘
Makmur | ng, Batu, TPS 11 Sirandorung namun\
Kecamatan | Kecamatan | yang  bersangkutan telah ‘
Rantau Rantau pindah domisili dan hanya
Utara. Selatan. menggunakan hak pilihnya 1
(satu) kali pada TPS 11
Bakaran Batu dengan
menggunakan identitas KTP |
(vide: Bukti PT - 41).
41. | Rodiatul | TPS 11 | TPS 11 | Bahwa yang bersangkutan
Jannah | Sirandoru | Bakaran benar terdaftar sesuai DPT di |
ng, Batu, TPS 11 Sirandorung namun
Kecamatan | Kecamatan | yang  bersangkutan  telah
Rantau Rantau pindah domisili dan hanya
Utara. Selatan. menggunakan hak pilihnya 1 1
(satu) kali pada TPS 11

Bakaran Batu dengan |

menggunakan identitas KTP. |

dan tidak pernah

menggunakan hak pilihnya di 5

TPS 11 Sirandorung. (vide: |
Bukti PT - 42). \‘

42. | Wendy TPS 01 | TPS 13 | Bahwa yang bersangkutaﬂ
Eko Rantaupra | Bakaran benar terdaftar di DPT pada
Saputro | pat, Batu, TPS 01 Rantauprapat namun

Kecamatan | Kecamatan | yang  bersangkutan  telah
Rantau Rantau pindah domisili dan hanya |
Utara. Selatan. menggunakan hak pilihnyi\
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hanya 1 (satu) kali pada TPS
13 Bakaran Batu dengan
menggunakan identitas KTP.
tidak

menggunakan hak pilihnya di

dan pernah

TPS 01 Rantauprapat (vide:
Bukti PT - 43).

43. | Sambani | TPS 01 | TPS 13 | Bahwa yang bersangkutan
Mahawir | Rantaupra | Bakaran benar terdaftar di DPT pada
a pat, Batu, TPS 01 Rantauprapat namun
Nasutio | Kecamatan | Kecamatan | yang  bersangkutan telah
n Rantau Rantau pindah domisili dan hanya
Utara. Selatan. menggunakan hak pilihnya
hanya 1 (satu) kali pada TPS
13 Bakaran Batu dengan
menggunakan identitas KTP.
dan tidak pernah
menggunakan hak pilihnya di
TPS 01 Rantauprapat (vide:
Bukti PT - 44).
44. | Ade TPS 13 | TPS 13 | Bahwa yang bersangkutan |
Kurniadi | Bakaran Bakaran benar terdaftar di DPT pada
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